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lembaga negara.”;

akan atau tidak lagi terjadi.”;



, “

”









ini: “

memungkinkan peningkatan kesejahteraan guru”. 





kat wakil menteri di kementerian tertentu”. [vide hlm 96]



XVII/2019 yang menyatakan “permohonan para Pemohon tidak dapat diterima”, 









alifikasi “jabatan lain yang dapat menimbulkan 
benturan kepentingan” [Pasal 56B] dan kualifikasi “jabatan lain sesuai dengan 

undangan” [Pasal 27B

Bahwa frasa “jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan” 



Tetapi jika frasa “jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan” 

Bahwa pada posisi ini, frasa “jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan 
kepentingan” pada Pasal 56B tidak dapat menutup celah hukum yang dapat 

Bahwa frasa “jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan” 

“Pelaksana dilarang: a. merangkap sebagai komisaris atau 

merintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;”



“jabatan 
undangan” tidaklah juga 

lanjut terhadap frasa “jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan”. Frasa 



“jabatan 
an benturan kepentingan” [Pasal 56B] dan frasa “jabatan 

undangan” [Pasal 27B dan 

“Dewan Komisaris/Dewan Pengawas 

undangan”.



bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “

”;

bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “

”


